Bab V
Penutup

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis terhadap hasil penelitian

mengenai Cuti Menjelang Bebas sebagai Pemenuhan Hak-Hak bagi Narapidana,

peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah Ilembaga yang
bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi Narapidana agar
nantinya warga binaan tersebut dapat kembali kemasyarakat dengan
baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Pemberian Cuti Menjelang Bebas harus sesuai dengan syarat
subtantif dan syarat administratif dan selanjutnya diproses oleh
Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan diajukan ke Kantor Wilayah
KEMENKUMHAM dan diproses setelah melebihi 2/3 dari masa

pidananya.

. Pada dasarnya pemeberian Pembebasan bersyarat sangat jauh lebih

menguntungkan dari pada Cuti Menjelang Bebas dari segi jangka
waktu pemenuhan haknya, namun apabila telah memenuhi dan
ketika pengajuannya lebih dari 2/3 masa pidananya, lebih
disarankan yang paling menguntungkan warga binaan yaitu cuti
menjelang bebas.

Ada berbagai hambatan baik dari segi internal dan eksternal dalam

pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas yaitu :



a. Lamanya jangka waktu persutujuan dan penuruna SK dari
Kantor Wilayah sehingga menghambat pelaksanaan Cuti
Menjelang Bebas.

b. Seringkali pengajuan cuti menjelang bebas terkendala
penjaminan dari pihak keluarga yang tidak bersedia

dijadikan penjamin.

5. Adapun Upaya yang dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan

5.2 Saran

dalam hambatan pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas yaitu :
a. Memproses Cuti Menjelang Bebas setidaknya 3 bulan
sebelum tanggal CMB.
b. Memberikan penjelasan kepada keluarga penjamin
mengingat pentingnya penjaminan bagi pengajuan hak-hak

warga binaan.

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis terhadap hasil penelitian

mengenai Cuti Menjelang Bebas sebagai Pemenuhan Hak-Hak bagi Narapidana,

maka peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu :

1.

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang bertugas untuk
membina warga binaan, mungkin pihak lembaga pemasyarakatan
khusunya klas II B Pasuruan lebih meningkatkan program
ketrampilan berdasarkan tingkat pendidikan dan kemampuan
narapidana yang nantinya akan menjadi bekal pada saat selesai

menjalani masa pidana.



binaan

membantu  warga

hal sosialisasi terkait penerimaan hak-hak narapidana seperti cuti

2. Pihak Registrasi dan Bimkemas mungkin harus lebih aktif dalam
menjelang bebas, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, maupun
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